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Abstract

There has been an intensively increase
in the area of critical land in many regions
including in DIY Province from 2013 - 2018. In
handling the problem, there needs to be
cooperation  between  various  related
stakeholders. This research was conducted to
map stakeholders in order to understand
factors constraining coordination as well as the
collaboration. The method used in this
research Is deductive qualitative with data
analysis technigues, namely stakeholder
analysis. The data used are primary data
obtained from interviews and secondary data
formed of policy documents obtained from an
inventory of publications of relevant agencies.
The results showed that there are 7 (seven)
stakeholders related to the handling of critical
land in DIY Province. The most influential
stakeholders (Key Players) are the Serayu
Opak Progo Watershed Management Center
and the Division of Rehabilitation, Nature
Conservation and Forest Protection (DLHK
Provinsi DIY) because they have a high level
of importance and influence. Coordination in
order to build collaborative work between
stakeholders has not been implemented in this
case due to the mismatch between resources
(budgeting) and authority assigned to each

Key Players stakeholder agency.
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Pendahuluan

Kolaborasi antar stakeholder banyak diterapkan dalam pencapaian tujuan karena
dianggap memberikan banyak keuntungan seperti adanya kemajuan kompetitif antar
stakeholder (Powell et al., 1996; Stuart E., 2000), pencapaian skala ekonomi dan
peningkatan inovasi (Savage et al., 2010) dan peningkatan kinerja dalam jangka panjang
(Soda et al., 2004). Kolaborasi ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas,
sumber daya dan jaringan para stakeholder dalam meraih tujuan bersama, melalui berbagi
resiko dan keuntungan (Purwanti, 2016 dalam Berliandaldo et al., 2021; Chrismawati &
Pramono, 2021). Upaya kolaborasi antar stakeholder dilakukan untuk menangani berbagai
masalah pembangunan termasuk dalam penanganan lahan kritis (Amiraslani & Caiserman,
2018; Chasek et al., 2011; McIntyre & Schultz, 2020; Schultz et al., 2012).

Terdapat sekitar 3,2 miliar masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat
adanya fenomena lahan kritis akibat degradasi lahan (Olsson et al., 2019 dan Mirzabav et
al., 2019 dalam Arneth et al., 2021). Hal ini terjadi terutama di negara berkembang dimana
masyarakat lebih banyak menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam, akibatnya
berupa peningkatan kemiskinan (Arneth et al., 2021; Shah, 2023). Selain dampak sosial
ekonomi, dampak lahan kritis juga terjadi terhadap lingkungan berupa penurunan fertilitas
tanah, penurunan ketercukupan air di musim kering dan terjadinya bencana banjir di musim
penghujan (Studi et al., 2019).

Terdapat lahan kritis mencapai 14 juta hektar di Indonesia sampai dengan tahun
2018. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggapi permasalahan terkait
lahan kritis, salah satunya adalah dengan menyusun kebijakan penanganan lahan kritis.
Dalam perumusan dan implementasi kebijakan tersebut, perlu adanya kerjasama berbagai
stakeholder terkait untuk memastikan tercapainya keberhasilan penanganan lahan kritis.
Sejalan dengan hal tersebut, Didu (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa
peningkatan luas lahan kritis dipengaruhi oleh aktivitas dan kebijakan dari lembaga-lembaga
terkait. Lembaga-lembaga tersebut merepresentasikan stakeholder yang memiliki peran
masing-masing baik dalam perumusan maupun implementasi kebijakan penanganan lahan
kritis yang harus dapat bekerja dalam suatu skema kolaborasi. Kolaborasi antar stakeholder
menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan pembangunan (Chrismawati & Pramono,

2021; Widodo et al., 2018), begitu juga dalam hal penanganan lingkungan (Chernysh &
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Roubik, 2020; Giinzel-Jensen & Rask, 2021; Hartman et al., 2002) dan secara spesifik untuk
penanganan lahan kritis (Amiraslani & Caiserman, 2018; Chasek et al., 2011; McIntyre &
Schultz, 2020; Schultz et al., 2012).

Langkah awal menuju penanganan lahan kritis yang efektif adalah analisis
stakeholder untuk mendapatkan gambaran kekuatan dari setiap stakeholder yang terlibat
(Wakka, 2014), sehingga diketahui stakeholder yang mempunyai kepentingan serta
pengaruh yang besar (key player) dalam upaya penanganan lahan kritis. Menurut Reed et
al., (2009), key player adalah stakeholder yang paling terlibat dalam administrasi,
mengingat mereka memiliki pengaruh yang cukup besar dan kepentingan pribadi dalam
perkembangan proyek. Selanjutnya Reed et al., (2009) menyatakan bahwa dengan
mengetahui posisi stakeholder, terutama key player yang terlibat dalam suatu program,
maka dapat diidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholder yang merupakan korelasi
antara tingkat kepentingan dan pengaruh. Dengan dilakukannya pemetaan stakeholder
melalui analisis stakeholder maka akan diketahui permasalahan yang dihadapi para
pelakunya, sehingga dapat diberikan rekomendasi perbaikannya, terutama dari sisi
hubungan kelembagaan dan kapasitas organisasi menuju efektivitas penanganan lahan
kritis.

Salah satu kasus menarik untuk mempelajari permasalahan hubungan kelembagaan
dan kapasitas organisasi dalam penangan lahan kritis melalui analisis stakeholder adalah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di wilayah ini, luas lahan kritis mengalami
peningkatan sebesar 53,006 hektar dari tahun 2013 — 2018 (Ditjen PDAS KLHK, 2018; BPS
Provinsi DIY, 2018). Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi dan pemetaan stakeholder
yang terkait dalam penanganan lahan kritis yang difokuskan pada instansi pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah di Provinsi DIY.

Penelitian terdahulu terkait dengan kelembagaan telah banyak dilakukan
sebelumnya diantaranya terkait dengan peran stakeholder dalam lingkup Daerah Aliran
Sungai atau DAS (Mulyawan et al., 2022; Nida Nabilah Faza & Nia Kurniasari, 2023), dalam
pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Elvida & Sylviani, 2010), dalam pengelolaan
sumber daya hutan (Hidayat et al., 2020), dan terkait dengan lahan kritis (Didu, 2001;
Nuddin et al, 2007). Secara umum, penelitian diatas belum menunjukkan peran dan posisi

key player stakeholder dalam penanganan lahan kritis dengan menggunakan analisis
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stakeholder. Dengan fokus pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
yang mempunyai tanggung jawab untuk sangat erat terlibat dalam perumusan dan
implementasi kebijakan penanganan lahan kritis, peneliti akan mengisi kesenjangan
tersebut yang merupakan kebaruan dari penelitian ini. Secara spesifik penelitian ini
memberikan contoh hubungan koordinatif yang seharusnya dilakukan sesuai sumber daya,
kepentingan dan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberi kontribusi
teoritis mengenai kaitan antara kolaborasi, kapasitas dan kewenangan organisasi, dinamika
sosial serta relasional dalam hubungan orgaisasi, misalnya yang disampaikan oleh Schruijer,
(2020).

Kerangka Teoritis
Konsep Lahan Kritis

Shah, (2023) mendefinisikan lahan kritis sebagai lahan yang kehilangan kualitas fisik,
kimia dan biologi intrinsik tanah akibat dari proses alam, ketidaksesuaian penggunaan lahan
serta aktivitas manusia dan mengakibatkan wilayah menjadi mudah terkena bencana alam
seperti tanah longsor (Bashit, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, definisi lahan kritis
menurut Oktaviani et al., (2017) terkait dengan penurunan kualitas lahan secara fisik, kimia
dan biologi, yakni lahan kritis merupakan ketidaksesuaian penggunaan lahan dan kapasitas
lahan sehingga menyebabkan kerusakan baik secara fisik, kimia serta biologi yang
memberikan dampak negative dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan
definisi-definisi tersebut, disimpulkan definisi lahan kritis adalah lahan yang mengalami
penurunan produktivitas akibat dari adanya aktivitas manusia yang melebihi kapasitas lahan
tersebut sehingga dapat memberikan dampak negative baik dalam aspek sosial, ekonomi
dan lingkungan.

Beberapa peneliti menyatakan bahwa terdapat berbagai macam aktivitas manusia
yang dapat memicu timbulnya lahan kritis, seperti deforestasi, kegiatan irigasi yang buruk,
pertambangan, perubahan penggunaan lahan, pemanfaatan sumber daya, penggundulan
hutan secara intensif serta penumpukan limbah (Halbac-Cotoara-Zamfir et al., 2015;
Oktaviani et al., 2017). Menurut Nugroho, (2000) dalam menangani permasalahan lahan
kritis dapat dilakukan berbagai upaya yang bersifat struktural dan non struktural. Upaya-

upaya yang bersifat struktural terdiri dari upaya teknis berupa kegiatan reboisasi,
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penghijauan dan teknik konservasi tanah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Upaya-upaya yang
bersifat non struktural terdiri dari kegiatan pelibatan masyarakat seperti peningkatan peran
serta masyarakat, penyuluhan terkait lahan kritis serta upaya peningkatan pendapatan

masyarakat.

Konsep Stakeholder dan Pemetaannya

Stakeholder adalah individu maupun kelompok yang dapat memberikan pengaruh
maupun diberikan pengaruh oleh suatu ketetapan yang diambil (Freeman & McVea, 2005).
Stakeholder perlu dipetakan untuk membantu kelompok-kelompok dalam memahami sebab
dan akibat dari interaksi mereka dan dalam menyediakan lingkungan yang mendukung
dimana transfer pengetahuan dapat terjadi (Walker et al., 2008). Sehingga dapat
dikembangkan strategi keterlibatan para stakeholder untuk mencapai keberhasilan tujuan.
Menurut Eden and Ackermann. (1998) dalam Reed et al., (2009) didasarkan pada tingkat
pengaruh dan tingkat kepentingan, stakeholder dapat dibagi menjadi; a) Subyek yaitu
stakeholder yang mempunyai tingkat pengaruh yang rendah tetapi mempunyai tingkat
kepentingan yang tinggi; b) Pemain Kunci adalah stakeholder yang mempunyai tingkat
pengaruh dan tingkat kepentingan yang tinggi; c) Pengikut Lain yaitu stakeholder yang
mempunyai tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan yang rendah; dan d) Pendukung
adalah stakeholderyang mempunyai tingkat pengaruh yang tinggi tetapi mempunyai tingkat
kepentingan yang rendah. Berdasarkan berbagai atribut diatas, peta stakeholder
ditunjukkan pada matriks (Eden and Ackermann, 1998 dalam Reed et al., 2009).

Kolaborasi antar Lembaga Pemerintah

Perencanaan kolaboratif berkembang dari gagasan bahwa perencanaan merupakan
aktivitas tata kelola yang terjadi dalam kawasan lembaga yang saling berhubungan dan
aktif, yang terbentuk dari sumber daya ekonomi, sosial dan lingkungan yang tinggi sehingga
terbentuk interaksi spesifik (Healey, 2003). Dasar pemikiran dari perencanaan kolaboratif
menurut Hailey, (2003) adalah teori strukturasi Anthony Giddens, (1984) yang menyatakan
bahwa adanya interaksi terus-menerus dan konstitusi timbal balik dari struktur dan lembaga
juga terjadi dalam praktik perencanaan sehingga dapat memunculkan kerja aktif para pihak

dalam proses tata kelola dari strukturasi pada praktik perencanaan tersebut. Nilai dasar
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dalam kolaborasi yaitu tujuan yang tidak saling bertentangan meskipun berbeda tetap
mendukung, persepsi tentang manfaat program atau proyek dipersepsikan sama positifnya,
keinginan untuk bertindak, ada manfaat yang diperoleh, kebenaran, kasih sayang dan
berbasis pada masyarakat luas (Haryono, 2012 dalam Rahmawati et al., 2021). Terkait
dengan kebijakan publik perencanaan kolaboratif telah terbukti efektif, dimana kolaborasi
dapat menurunkan potensi terjadinya konflik, memunculkan solusi terbaik, menurunkan
potensi kegagalan dalam penyusunan perencanaan, menghasilkan strategi yang
mengakomodir keperluan para pihak terkait serta mewujudkan penyelesaian dalam periode
waktu yang panjang (Bertaina et al., n.d.).

Kolaborasi antar stakeholder dapat mengoptimalkan sumber daya dalam suatu
pelaksanaan proyek melalui berbagi resiko dan keuntungan (Chrismawati & Pramono,
2021). Adanya keterbatasan dalam hal kapasitas, sumber daya serta jaringan merupakan
faktor penyebab yang mendasari setiap staheholder untuk menjalin kerjasama dengan
berbagai pihak lain, termasuk pemerintah dalam program dan kebijakan (Purwanti, 2016
dalam Berliandaldo et al., 2021). Kolaborasi antar lembaga pemerintah memiliki model
tersendiri. Tentang karakteristik model kolaborasi antar lembaga pemerintah dijelaskan oleh
Bryson et al., (2006). Dalam penelitian Bryson et al., (2006) dinyatakan bahwa kebutuhan
terhadap kolaborasi didasarkan pada dua hal yaitu organisasi tidak akan mendapatkan apa
yang diinginkan tanpa dilakukannya proses kolaborasi (Roberts, 2001 dalam Bryson et al.,
2006) serta adanya asumsi bahwa kolaborasi adalah solusi terbaik dalam sebuah proyek,
dimana Pemerintah biasanya mengharuskan adanya proses kolaborasi di dalamnya
(Ostrower, 2005 dalam Bryson et al., 2006). Pemerintah sebagai penyusun kebijakan publik
akan melakukan proses kolaborasi ketika upaya terpisah dari berbagai sektor gagal dalam
mengatasi masalah publik dan kegagalan tersebut tidak dapat diatasi dengan cara yang

sama yaitu sektor-sektor tersebut yang melakukan upaya sendiri-sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pemetaan stakeholder untuk memahami
permasalahan efektifitas penanganan lahan kritis di Provinsi DIY. Sumber data adalah
informan yang dipilih secara purposive yaitu yang dianggap paling mengetahui informasi

yang ingin digali terkait kebijakan penanganan lahan kritis di Provinsi DIY. Mereka adalah
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personel instansi Pemerintah baik lingkup Pemerintah Daerah Provinsi DIY maupun Unit
Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat (KLHK) di Provinsi DIY yang berkaitan dengan
penyusunan serta implementasi kebijakan penanganan lahan kritis. Selain informasi dari
informan, juga digunakan data sekunder berupa hasil studi literatur terhadap dokumen yang
dipublikasikan oleh setiap instansi pemerintah terkait dengan penanganan lahan Kkritis,
seperti dokumen kebijakan. Analisis untuk menemukan permasalahan efektifitas
penanganan lahan kritis di Provinsi DIY dilakukan dengan menjelaskan terjadi atau tidak
terjadinya kolaborasi antar stakeholder. Untuk tujuan ini diidentifikasi sumber daya,
kepentingan, serta kekuatan aksi dari masing-masing stakeholder yang terlibat dalam
penanganan lahan kritis, area konflik kepentingan, maupun bagian-bagian yang mengkaji
peluang terjadinya kolaborasi, maupun hambatan-hambatan terjadinnya kolaborasi. Berikut

matrik sebagai kerangka analisisnya.

Kriteria Tingkat Kepentingan Stakeholder Dalam Penanganan Lahan Kritis

Tingkat Kepentingan Keterangan

Sangat Tinggi (ST) rer!erima dampak positif dan t_)e_zrperan aktif dalam pelaksanaan

egiatan penanganan lahan kritis

Menerima dampak positif dan tidak berperan aktif dalam
pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis
Tidak menerima dampak dan tidak memiliki peran dalam
pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis
Menerima dampak negatif dan tidak berperan aktif dalam
pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis
Sumber; Analisis penulis, (2023)

Tinggi (T)

Rendah (R)

Sangat Rendah (SR)

Penilaian tingkat kepentingan dilakukan dengan melakukan skoring terhadap
dampak yang diterima dan keterlibatan stakeholder dalam penanganan lahan kritis dengan

kriteria skoring sebagai berikut.

Kriteria Skoring Tingkat Kepentingan Stakeholder

Dampak yang akan diterima Keterlibatan dalam
Kriteria | dari penanganan lahan kritis | penanganan lahan kritis
Positif Netral Negatif Aktif Pasif
Skor 3 2 1 2 1

Sumber: Analisis penulis, (2023)
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Kriteria Tingkat Pengaruh Stakeholder Dalam Penanganan Lahan Kritis

Tingkat Pengaruh Keterangan

L Mempunyai kewenangan dan peran dalam pelaksanaan
Sangat Tinggi (ST) kegiatan penanganan lahan kritis
Mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai peran dalam
pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis
Tidak mempunyai kewenangan dan mempunyai peran dalam
pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis
Sangat Rendah (SR) Tldgk mempunyai kewenanga_n_ dan peran dalam pelaksanaan

kegiatan penanganan lahan kritis

Sumber; Analisis penulis, (2023)

Tinggi (T)

Rendah (R)

Penilaian tingkat pengaruh dilakukan dengan melakukan skoring terhadap
kewenangan dan peran stakeholder dalam penanganan lahan kritis dengan kriteria skoring
sebagai berikut.

Kriteria Skoring Tingkat Pengaruh Stakeholder

Kewenangan dalam Peran dalam
Kriteria | penanganan lahan kritis | penanganan lahan kritis
Ada Tidak Aktif Pasif
Skor 1 0 1 0

Sumber; Analisis penulis, (2023)

Pembahasan Hasil Penelitian
Pemetaan Stakeholder

Berdasarkan hasil studi literatur dan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada
beberapa key informants, diperoleh hasil terdapat 7 (tujuh) stakeholder terkait dengan
penanganan lahan kritis di Provinsi DIY yang kemudian dikelompokkan berdasarkan pada
pembagian stakeholder menurut Townsley, (1998) dalam Wakka, (2014) yang menjadi
Stakeholder Primer yang terdiri dari; Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo dan Bidang
Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan (DLHK Provinsi DIY), serta
Stakeholder Sekunder yang terdiri dari; Balai KPH Yogyakarta, Taman Nasional Gunung
Merapi, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase (Dinas PUPESDM Provinsi DIY), Balai Taman
Hutan Raya Bunder dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY.

Tingkat kepentingan pada penelitian ini ditunjukkan dari adanya dampak yang akan

diterima oleh masing-masing stakeholder apabila keberhasilan penanganan lahan kritis
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dapat dicapai. Dampak tersebut dapat berupa hal positif ataupun negatif dari pelaksanaan
upaya penanganan lahan kritis. Tingkat kepentingan juga ditunjukkan dari keterlibatan
secara langsung dari masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan upaya penanganan
lahan kritis. Penilaian tingkat kepentingan stakeholder dilakukan berdasarkan kriteria yang
telah dibangun sebagaimana dijelaskan pada metode penelitian.

Berdasarkan kriteria penilaian tingkat kepentingan stakeholder, maka klasifikasi
tingkat kepentingan stakeholder dalam upaya penanganan lahan kritis disajikan pada tabel

berikut ini.

Klasifikasi Tingkat Kepentingan Stakeholder Dalam Penanganan Lahan Kritis

Dampak yang . Jumlah Tingkat
No. Stakeholder akan diterima Keterlibatan Skor | Kepentingan
Balai Pengelolaan DAS
1 Serayu Opak Progo 3 2 > ST
Bidang Rehabilitasi,
2 Konservasi Alam  dan 3 2 5 ST
| Perlindungan Hutan (DLHK
Provinsi DIY)
Balai KPH Yogyakarta (UPT
3. DLHK Provinsi DIY) 3 1 4 T
4, Tamaq Nasional Gunung 3 1 4 T
Merapi
Bidang Sumber Daya Air
5. | dan Drainase (DPUPESDM 3 1 4 T
Provinsi DIY)
Balai Taman Hutan Raya
6. | Bunder (UPT DLHK 2 1 3 R
Provinsi DIY)
Dinas  Pertanian  dan
7. | Ketahanan Pangan 3 1 4 T
Provinsi DIY

Sumber; Analisis penulis, (2023)

Tabel diatas memberikan informasi bahwa stakeholder dengan tingkat kepentingan yang
sangat tinggi adalah Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo dan Bidang Rehabilitasi,
Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan (DLHK Provinsi DIY), yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dari stakeholder tersebut dalam menangani permasalahan lahan kritis.
Oleh karena itu keberhasilan dalam pelaksanaannya akan memberikan dampak positif dan
menyebabkan adanya peran aktif dari kedua stakeholder. Sedangkan stakeholder yang

memiliki tingkat kepentingan yang rendah adalah Balai Taman Hutan Raya Bunder (UPT
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DLHK Provinsi DIY) dimana kegiatan dalam pengelolaan Tahura Bunder tidak dilakukan
sebagai upaya penanganan lahan kritis tetapi menggunakan dana rehabilitasi dari anggaran
Pemerintah Pusat.

Tingkat pengaruh dalam penelitian ini ditunjukkan dengan kewenangan masing-
masing stakeholder dalam pelaksanaan upaya penanganan lahan kritis serta ada dan
tidaknya peran masing-masing stakeholder dalam mendukung pelaksanaan upaya tersebut.
Penilaian tingkat pengaruh stakeholder dilakukan berdasarkan kriteria yang telah dibangun
sebagaimana dijelaskan pada metode penelitian.

Berdasarkan kriteria penilaian tingkat pengaruh, maka klasifikasi tingkat pengaruh
dalam upaya penanganan lahan kritis disajikan pada tabel berikut ini.

Klasifikasi Tingkat Pengaruh Stakeholder Dalam Penanganan Lahan Kritis

Jumlah Tingkat

No. Stakeholder Kewenangan Peran Skor Pengaruh

Balai Pengelolaan DAS

1 Serayu Opak Progo 1 1 2 ST
Bidang Rehabilitasi,
Konservasi Alam  dan
2 Perlindungan Hutan (DLHK 1 1 2 ST
Provinsi DIY)
Balai KPH Yogyakarta (UPT
3 DLHK Provinsi DIY) 0 1 1 R
4 Tamar? Nasional Gunung 0 1 1 R
Merapi
Bidang Sumber Daya Air
5 | dan Drainase (DPUPESDM 0 0 0 SR

Provinsi DIY)
Balai Taman Hutan Raya
6 | Bunder (UPT DLHK 0 0 0 SR
Provinsi DIY)
Dinas  Pertanian  dan
7 | Ketahanan Pangan 0 0 0 SR
Provinsi DIY
Sumber; Analisis penulis, (2023)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa stakeholder dengan tingkat pengaruh yang paling
tinggi adalah Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo dan Bidang Rehabilitasi, Konservasi
Alam dan Perlindungan Hutan (DLHK Provinsi DIY) dimana terkait dengan kewenangan dan
peran yang tinggi dalam pelaksanaan upaya penanganan lahan kritis. Sedangkan

stakeholder dengan tingkat pengaruh yang sangat rendah adalah Bidang Sumber Daya Air
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dan Drainase (Dinas PUPESDM Provinsi DIY), Balai Taman Hutan Raya Bunder (UPT DLHK
Provinsi DIY) dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY yang tidak
mempunyai kewenangan dan peran langsung pada pelaksanaan upaya penanganan lahan
kritis.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh stakeholder
pada upaya penanganan lahan kritis, kemudian dilakukan pemetaan stakeholder untuk
mengetahui posisi masing-masing stakeholder terkait. Empat tingkatan kepentingan dan
pengaruh disederhanakan menjadi dua kelompok untuk mempermudah pemetaan

stakeholder yaitu Tinggi dan Rendah yang disajikan pada gambar berikut.
Pemetaan Stakeholders Berdasarkan Tingkat Kepentingan

dan Pengaruh dalam Penanganan Lahan Kritis

Tinggi
Subjects Key Players
- Balai KPH Yogyakarta (UPT | - Balai Pengelolaan DAS
DLHK Provinsi DIY) Serayu Opak Progo
- Taman Nasional Gunung | - Bidang Rehabilitasi,
Merapi Konservasi Alam dan
H - Bidang Sumber Daya Air Perlindungan Hutan (DLHK
2 dan Drainase (DPUPESDM Provinsi DIY)
'-E Provinsi DIY)
o - Dinas Pertanian dan
=1
) Ketahanan Pangan
Provinsi DIY
Crowd
Balai Taman Hutan Raya
Bunder (UPT DLHK Provinsi
DIY)
Rendah Pengaruh Tinggi

Sumber; Analisis penulis, (2023)

Berdasarkan hasil pemetaan stakeholder, diketahui bahwa pada kelompok
stakeholder Subjects terdapat 4 (empat) stakeholders. Untuk Balai KPH Yogyakarta (UPT
DLHK Provinsi DIY) dan Taman Nasional Gunung Merapi, tingkat kepentingan tinggi dalam
penanganan lahan kritis terkait dengan keberhasilan pelaksanaan tugas dari kedua
stakeholder tersebut. Sedangkan untuk Bidang Sumber Daya Air dan Drainase (DPUPESDM
Provinsi DIY) dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY, tingkat kepentingan

tinggi dalam penanganan lahan kritis terkait dengan dampak dari keberhasilan upaya
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penanganan lahan kritis yang akan mempengaruhi kondisi dan ketersediaan sumber daya
air sebagai obyek kelola dari kedua stakeholder tersebut. Untuk tingkat pengaruh dari 4
(empat) stakeholder dinilai rendah karena kewenangan dan perannya yang relatif kecil
pengaruhnya terhadap upaya penanganan lahan kritis. Stakeholder yang termasuk dalam
kelompok Crowd adalah Balai Taman Hutan Raya Bunder (UPT DLHK Provinsi DIY) yang
berarti mempunyai tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah. Hal ini dikarenakan
keberhasilan dalam penanganan lahan kritis tidak memberikan dampak pada stakeholder
tersebut yang tugas dan fungsinya tidak terkait dengan penanganan lahan kritis. Selain itu
stakeholder ini juga tidak memiliki pengaruh dari kewenangan dan perannya dalam
penanganan lahan kritis.

Stakeholder yang termasuk dalam kelompok Key Players adalah Balai Pengelolaan
DAS Serayu Opak Progo dan Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan
(DLHK Provinsi DIY), yang mempunyai tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang
tinggi dalam upaya penanganan lahan kritis. Tingkat kepentingan dari dua stakeholder
berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mewujudkan target
kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan tingkat pengaruh dari dua stakeholder adalah
berkaitan dengan tugas dan fungsinya yang membidangi sektor kehutanan terutama lahan
kritis sehingga keduanya mempunyai kewenangan dalam merumuskan dan
mengimplementasikan kebijakan terkait sektor kehutanan termasuk kebijakan penanganan
lahan kritis di Provinsi DIY. Berdasarkan penjelasan profil dan perilaku berbagai stakeholder
diatas, berikut adalah evaluasi terhadap apa yang seharusnya dilakukan, yang telah dan
tidak dilakukan oleh subjek dan key stakeholder serta sebab dan akibatnya dalam perspektif

teori kolaborasi.
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Matriks Kolaborasi Stakeholder Dalam Penanganan Lahan Kritis di Provinsi DIY

Bidang Rehabilitasi, Konservasi

Balai KPH Yogyakarta

Bidang Sumber Daya Air
dan Drainase

Dinas Pertanian dan

KeySI::;JYee:tdan BaSI::al’yeI‘n(g):l:ll(a:rl:)gD:S Alam dan Perlindungan Hutan (UPT DLHK Provinsi famay N;s;)anpail R (DPUPESDM Provinsi Ketahanan Pangan
(DLHK Provinsi DIY) DIY) DIY) Provinsi DIY

Yang seharusnya | Berbagi sumber  daya, | Berbagi sumber daya, kegiatan, | Berbagi sumber daya, | Berbagi sumber daya, | Berbagi sumber daya, | Berbagi sumber daya,

dilakukan dalam kegiatan, informasi dan | informasi dan kemampuan yang | kegiatan, informasi dan | kegiatan, informasi dan | kegiatan, informasi dan | kegiatan, informasi dan

kolaborasi kemampuan yang dimiliki | dimiliki pada penyusunan serta | kemampuan yang dimiliki | kemampuan yang dimiliki | kemampuan yang dimiliki | kemampuan yang dimiliki
pada penyusunan serta | pelaksanaan kebijakan penanganan | pada penyusunan serta | pada penyusunan serta | pada penyusunan serta | pada penyusunan serta
pelaksanaan kebijakan | lahan kritis pelaksanaan kebijakan | pelaksanaan kebijakan | pelaksanaan kebijakan | pelaksanaan  kebijakan
penanganan lahan kritis penanganan lahan kritis penanganan lahan kritis penanganan lahan kritis penanganan lahan kritis

Yang benar- Ikut serta dalam perumusan | Ikut serta dalam perumusan | Mengimplementasikan Mengimplementasikan Mengimplementasikan Mengimplementasikan

benar dilakukan kebijakan, kebijakan,  mengimplementasikan | kebijakan penanganan | kebijakan penanganan lahan | kebijakan penanganan lahan | kebijakan penanganan

mengimplementasikan
kebijakan penanganan lahan
kritis terbatas pada sumber
daya yang dimiliki

kebijakan penanganan lahan kritis
terbatas pada sumber daya yang
dimiliki

lahan kritis terpaku pada
tupoksi

kritis terpaku pada tupoksi

kritis terpaku pada tupoksi

lahan kritis terpaku pada
tupoksi

Yang tidak Optimalisasi  implementasi | Optimalisasi implementasi kebijakan | Tidak ikut serta dalam | Tidak ikut serta dalam | Tidak ikut serta dalam | Tidak ikut serta dalam
dilakukan kebijakan penanganan lahan | penanganan lahan kritis, koordinasi | perumusan kebijakan | perumusan kebijakan | perumusan kebijakan | perumusan kebijakan
kritis, koordinasi yang baik | yang baik antar institusi terkait penanganan lahan kritis penanganan lahan kritis penanganan lahan kritis penanganan lahan kritis
antar institusi terkait
Penyebab tidak | Keterbatasan sumber daya | Keterbatasan sumber daya | Kurangnya kapasitas dan | Kurangnya kapasitas dan | Kurangnya kapasitas dan | Kurangnya kapasitas dan
dilakukannya (anggaran) dan kewenangan | (anggaran) dan  kewenangan, | kewenangan institusi kewenangan institusi kewenangan institusi kewenangan institusi
lemahnya  koordinasi  internal,

penggabungan institusi

Akibat terhadap | Target luas penanganan | Target luas penanganan lahan kritis | Peningkatan luasan lahan | Peningkatan luasan lahan | Peningkatan luasan lahan | Peningkatan luasan lahan

penanganan lahan kritis tidak tercapai tidak tercapai kritis masih terjadi kritis masih terjadi kritis masih terjadi kritis masih terjadi

lahan kritis

Pelajaran  yang | Peningkatan sumber daya | Peningkatan sumber daya | Instansi melakukan | Instansi melakukan program | Instansi melakukan program | Instansi melakukan

didapat (anggaran) diperlukan untuk | (anggaran) diperlukan untuk | program dan kegiatan | dan kegiatan mengacu pada | dan kegiatan mengacu pada | program dan kegiatan
mengoptimalkan mengoptimalkan implementasi | mengacu pada tupoksi | tupoksi saja tupoksi saja mengacu pada tupoksi
implementasi kebijakan | kebijakan untuk mencapai target | saja saja

untuk mencapai target yang
telah ditetapkan, koordinasi
yang lebih intensif dalam
pelaksanaan upaya
penanganan lahan  kritis
diperlukan  untuk  saling
menutupi keterbatasan
kewenangan masing-masing
institusi

yang telah ditetapkan, koordinasi
yang lebih intensif dalam upaya
penanganan lahan kritis diperlukan
untuk saling menutupi keterbatasan

kewenangan masing-masing
institusi,  perbaikan  koordinasi
internal diperlukan untuk
meminimalisir  hambatan internal
dalam implementasi  kebijakan,
adaptasi pasca  penggabungan
institusi perlu dilakukan dengan

cepat agar institusi dapat segera
melaksanakan program dan
kegiatan untuk mewujudkan target
baru yang telah ditetapkan

Sumber; Analisis penulis, (2023)
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Dalam upaya penanganan lahan kritis yang membutuhkan peran dan sumber daya
yang tinggi, Key Players seharusnya mampu memberikan kontribusi yang optimal
didalamnya. Namun nyatanya implementasi kebijakan penanganan lahan kritis tidak dapat
dilakukan secara optimal sebagaimana pada matrik bahwa koordinasi dalam kolaborasi
belum terlaksana untuk mendorong keberhasilan penanganan lahan kritis. Menurut Bryson,
(2006) keberhasilan proses kolaborasi didasarkan pada beberapa hal diantaranya proses,
struktur dan tata kelola kolaborasi yang didalamnya memuat tentang koordinasi dan
pemantauan. Mendukung hal tersebut, Hasibuan (2007) menambahkan bahwa salah satu
determinan koordinasi dalam proses kolaborasi adalah adanya pembagian kerja untuk
optimalisasi potensi dari masing-masing anggota berdasarkan tanggung jawab yang
diemban.

Pada penanganan lahan kritis ini, kewenangan yang diberikan pada stakeholder Key
Players tidak sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara
pada kedua stakeholder dalam kelompok Key Players, diketahui bahwa permasalahan dalam
penanganan lahan kritis adalah keterbatasan kewenangan dari masing-masing stakeholder
dimana Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo memiliki kewenangan untuk menangani
lahan kritis di kawasan hutan negara sedangkan Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan
Perlindungan Hutan (DLHK Provinsi DIY) memiliki kewenangan untuk menangani lahan kritis
di luar kawasan hutan negara.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam penanganan lahan kritis adalah keterbatasan
anggaran dimana anggaran kegiatan penanganan lahan kritis yang bersumber dari APBD
Provinsi DIY yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan APBN. Anggaran yang diberikan
pada Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo dalam upaya rehabilitasi lahan kritis hanya
terbatas sampai pada pemeliharaan tanaman tahun ketiga, sedangkan pemeliharaan
tanaman dilakukan sepanjang tahun. Sedangkan pada Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam
dan Perlindungan Hutan (DLHK Provinsi DIY), anggaran diprioritaskan pada sektor
lingkungan sedangkan untuk sektor kehutanan termasuk penanganan lahan kritis diberikan
anggaran yang lebih rendah. Untuk menangani hambatan-hambatan tersebut, proses
koordinasi dalam rangka pelaksanaan kolaborasi penanganan lahan kritis dari stakeholder
tersebut adalah terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis serta dalam

hal penganggaran kegiatan.
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Penutup
Kesimpulan

Koordinasi dalam rangka membangun kerja kolaborasi antar stakeholder belum
dapat terlaksana dalam kasus ini. Penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara sumber daya
(penganggaran) dan kewenangan dengan tanggung jawab yang diberikan pada masing-

masing instansi stakeholder Key Players.

Saran

Salah satu upaya untuk menyelesaikan hambatan dalam penanganan lahan kritis
adalah dengan penyesuaian antara tanggung jawab, sumber daya (anggaran) dan
kewenangan pada instansi yang terkait dengan penanganan lahan kritis. Perlunya
peninjauan ulang terhadap dokumen perencanaan penanganan lahan kritis untuk
disesuaikan antara target dan rencana anggaran pada masing-masing program dan
kegiatannya. Selain itu optimalisasi peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penanganan
lahan kritis dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait lahan kritis
kepada masyarakat di sekitar hutan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengkaji peran stakeholder dalam lingkup instansi pemerintah yang
terkait dengan perumusan dan implementasi kebijakan penanganan lahan kritis di Provinsi
DIY. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya untuk dapat memasukkan stakeholder lain

dari pihak swasta dan masyarakat sehingga kajian akan lebih komprehensif.
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